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Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh tujuh bulan November tahun Dua ribu dua puluh 

lima bertempat di Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :  

1 .  SITI ULFAATI, M. S. I. ,  dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Komisi 

Pemil ihan Umum Kabupaten Demak, berkedudukan di Jalan Kyai Turmudzi Nomor 

1 ,  Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

2. Letkol Arm DONY ROMANSAH, S. Sos., M. Han, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama KODIM 0716 Kabupaten Demak berkedudukan JI. Kyai Singkil, Petengan 

Selatan, Bintoro, Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA 

PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6547); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia; 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 

5. TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengatur peran masing-masing 

institusi sebagai aparat pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12  Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemil ihan 

Umum ,  Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi ,  

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemi l ihan 

Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
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1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Pemerintahan Serbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258); 

10 .  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran 

Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 

200); 

1 1 .  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman 

Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

12 .  Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Tentara 

Nasional Indonesia Nomor 1/PR.07-NK/01/KPU/I1/2021 Nomor NK/3/I1/2021/TNI 

tanggal 25 Februari 2021 tentang Bantuan Pendistribusian Perlengkapan 

Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya serta Pertukaran Data dan lnformasi 

Dalam Pemilu dan Pemilihan; dan 

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemutakhiran data 

pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak yang selanjutnya diatur dalam ketentuan­ 

ketentuan sebagai berikut: 

www.jdih.kpu.go.id/jateng/demak
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